
'EiEBWAKSmAm PmTANNAN NASXONAL 
DALAM m W m G  P-ANGmm EKONOMI: 

PENGALAMAN MASA LALU, TANTANGAN DAN ARAH KE MASA DEPAN 

I, PENDAHULUAN 

Do not all strive to enjoy the land? 
The gentry strive for land, 
the clergy strive for land, 
the common people strive for land, 
and buying and selling is an an 
whereby people encleavour to 

I cheat one another of the land 
A New Year gzji to the England 
Parliament and Amy. 
(Gerrad Winstaniey, 1650). 

Pada hakikatnya setiap bangsa mempunyai idealisme tentang 
pemanfaatan tanah (dalarn artinya ,yang paling luas). Idealisme terse- 
but pada umumnya adalah agar tanah dimanfaatkan untuk. sebesar- 
besarnya kemakrnuran rakyat. A h  fetapi idealisme tersebut sering 
M i  berubah menjadi obsesi yang hams dicapai dengan pengorbanan 
yang besar dan dalam waktu yang relatif panjang. Sejarah menun- 
jukkan bahwa Bangsa Jerrnan membutuhkan waktu 95 tahun dan 
?3angsa Inggris membutuhh waktu 82 tahun untuk menertibkan 
( s e a m  relatif) pemanfam tanhnya. Risalah sejarah juga menun- 
jukkan bahwa tertib prtanahan hanya dapat dicapai dengan keterli- 



atan pemerintah dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewaji- 
annya terhadap tanah. 

Salah satu bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam upaya 
ntuk mencapai tertib pertanahan adalah adanya kebijaksanaan 
ertanahan nasional. Pentingnya kebijaksanaan pertanahan nasional 
isebabkan oleh beberapa hal antara lain: (1) ketersediaan tanah 
zrbabs. Disamping itu untuk banyak negara yang sedang berkem- 
~ang tanah tersebut telah mengalami degradasi atau sdang mengala- 
ni peningkatan taraf degradasi. Di wilayah pedesaan pada umumnya 
legradasi tanah tersebut berkaitan dengan penggunaan tanah yang 
nelebihi kemampuan alamiahnya dan kemiskinan yang mengakibat- 
ran tidak tersedianya modal untuk tindakan konservasi tanah serta 
-elatif pendeknya horison waktu para petani; (2) mekanisme pasar 
pada umumnya gagal mengalokasikan tanah secara efisien. Kegagal- 
an tersebut disebabkan antara lain oleh terbatasnya informasi tanah 
dm kalaupun informasi tersedia pada umumnya kurang &rat akibat 
kurang sempurnanya administrasi dan dinamiknya informasi tanah. 
Disamping itu transaksi tanah sering kali terjadi di antara pihak- 
pihak yang secara sosial-ekonomi-politik ticiak seimbang. Pihak yang 
mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang lebih, sering kali 
menggunakan kekuatan yang ada padanya untuk mendapatkan tanah. 
Oleh sebab itu asumsi p a w  sempurna mengenai transaksi bebas 
tidak terpenuhi; (3) walaupun di beberapa wilayah tanah tersedia 
cukup luas akan tetapi akses masyarakat biasa untuk 
memiliki/menguasai tanah terbatas. Keterbatasan akses tersebut 
dapat disebabkan oleh alasan yang bersifat institusional, misalnya 
struktur masyankat yang bersifat feodal dan lemahnya posisi tawar 
dari masyarakat biasa; (4) walaupun hukum pertanahan telah terse- 
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dia, akan tetapi penafsiran hukum dari pihak-pihak y: 
berkepentingan atas tanah sering kali sangat beragam. Perbedi 
persepsi terhadap substansi hukum tanah tersebut sering kali meni 
bulkan sengketa tanah. Banyak dan meluasnya sengketa tanah ter 
but mengakibatkan pemerintah terpaksa menggunakan waktu c 
biaya yang besar untuk menyelesaikannya. Akibatnya, wakru c 
pemikiran ymg tersedia bagi aspek-aspek pertanahan lainnya ya 
substansid seperti (a) aspek kesejahteraan, (b) aspek perencana 
dan (c) aspek administrasi menjadi terbatas; dan (5) kompet 
penggunaan tanah sering kali tajam, Kompetisi tersebut dapat dibi: 
ke dalam dua kategori yaitu (a) kompetisi penggunaan tanah unt 
berbagai jenis kegiatan dan (b) kompetisi pemilib/penguasaan 
antara berbagai lapisan masyarakat. Waupun dapat dikategorika 
akan tetapi kedua jenis kompetisi tersebut berhubungan emt. Tkar 
fonnasi struktur perekonomian dari yang relatif be~sifat agraris 
struktur perekonomian inciustri mempertajam kompetisi penggunz 
tanah. Alih fungsi tanah hutan menjadi tanah pertanian dan al 

fungsi tanah pertanian ke penggunaan non pertanian seperti indust] 
jasa dan permukiman berlangsung sangat cepat dan sering kafi suk 
untuk dikendalikan. Bukti-bukti sejarah yang dialami oleh Indi 
Bangladesh dan Pakistan menunjukkan bahwa masyarakat dl 
pemerintah cukup sigap untuk mengatasi masalah-masalah pertana 
an yang timbul sebagai akibat perubahan yang drastis seperti barlj 
gempa dan tanah longsor, akan tetapi kurang sigap rnenghada 
masalah-masalah pertanahan yang timbul sebagai akibat perubaha 
perubahan terselubung seperli transformasi smktur perekonomia 
Pengalaman India, Philipina dan Brasilia menunjukkan pula bah! 
alih fungsi tanah yang terjadi sebagai akibat transformasi strukt 



erekonomian sering kali merugilean pihak-pihak yang secara sosial­
konomi~politik lemah. 

Di masa yang akan datang Indonesia akan mengalami masalah­

lasalah pertanahan yang lebih kompleks dan intens. Hal .ini antara 

rin disebabkari oleh globalisasi, transformasi struktur perekonomian 

ang berlanjut, perubahan institusional (tata nilai, norma dan orga­

isasi) dan peningkatan aspfrasi masyarakat. Oleh sebab itu suatu 

saba yangsungguh-sungguh untuk menyusun kebijaksanaan perta­

ahan nasional yang terpadu perlu dilaksanakan secara seksama. 
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II. PEMBANGUNAN EKON( 

PERTANAHAN PADA ] 

2.1. Pemban~l 

Proses pembangunan ekon4 
dibandingkan dengan negara-neg 

an 1945-1993 dapat digolongkar 

1945-1966 dan periode 1966-11 
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n. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEBUAKSANAAN 

PERTANAHAN PADA PIP I: Suatu Retrospeksi 

2.1. Pembangunan Ekonomi 

Proses pembangunan ekonomi Indonesia tergolong unik· bila 

dibaridingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kurun pembangun;, 

an 1945-1993 dapatdigolongkan kedalam dua periode yaitu peri ode 

1945-1966 dan periode 1966-1992. Pada periode pertama (1945­

1966) walaupun upaya pembangunan dilaksanakan, akan tetapi pada 

umumnya mengalami kegagalan yang dicirikan antara lain oleh : 

(1) rendahnya rataan kesejahteraan per kapita, (2) relatif senjangnya 

distribusi kesejahteraan dL antara berbagai kelompok masyarakat, 

(3) kurangnya infrastruktur pembangunan, (4) tidak berkembangnya 

sosiostruktur, (6) terjadinya defisit penerimaan dan belanja negara 

yang kronis dan (7) terjadinya inflasi yang tidak terkendali. 

Kegagalan pembangunan ekonomi pada masa tersebut disebab­

kan antara lain oleh : (1) pencapaian tujuan politik sering kali dilaku­

kan dengan mengorbankan tujuan peningkatan kesejahteraan, 

(2) upaya pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan karena keadaan 

politik tidak stabil dan sukamya merencan~kan kebijaksanaan fiskal 

dan moneter, (3) pemerintah tidak konsisten dalam upaya mencapru. 

sasaran-sasaran pembangunan ekonorrti baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, (4) data dan informasi pembangunan sangat terbatas' 

sehingga tidak memungkinkan penyusunan rencana pembangunan 

ekonomi yang memadai, dan (5) kebijaksanaan pembangunan 

ekonomi terlalu berorientasi ke dalam sehingga tidak dapat meman­

faatkan peluang-peluang dalam perdagangan internasional. 
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Keadaan pembangunan pada periode tersebut merupakan penga­

laman pahit bagi Bangsa Indonesia. Walaupun demikian Bangsa 

Indonesia dapat mengambil hikmah dari pengalaman tersebut yaitu 

peningkatan kesejahteraan rakyat hanya dapat dicapai dengan upaya 

yang berkelanjutan dan konsisten melalui (1) tercapainya pertumbuh­

an ekonomi yang relatif tinggi, (2) adanya mekanisme redistribusi 

manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan, (3) adanya 

stabilitas politik yang dinamik, dan (4) adanya partisipasi aktif dari 

masyarakat. 

Pada dasarnya modernisasi perekonomian Indonesia dimulai 

oleh Pemerintah Orde Baru pada tahun 1966. Sejak tahun 1969 
Pemerintah Indonesia telah menerapkan strategi dan kebijaksanaan 

ekonomi yang didasarkan pada program-program manajemen fiskal 

dan moneter yang terencana denganbaik. Disamping itu sasaran dan 

tujuan pembangunan ekonomi telah ditetapkan melalui prakiraan 

yang seksama, dalam suatu sistem Rencana Pembangunan Lima 

Thhun yang dikenal sebagai Repelita. 

Repelita I (tahun 1969170 - 1973174) difokuskan pada rehabilita­

si ekonomi melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian 

terutama pangan, rehabilitasi irigasi dan transportasi dan pengem­

bangan institusi petani. Inflasi mulai dapat dikendalikan melalui 

penghematan anggaran belanja negara, reformasi fiskal dan moneter 

serta bantuan luar negeri. Hampir seluruh sasaran peningkatan 

produksi pertanian tercapai. Anggaran pembangunan tahunan sepan­

jang periode ini meningkat hampir tiga kali, dan P,:oduk Domestik 

. Bruto meningkat rata-rata 8,6 persen per tahun. 
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riode tersebut merupakan penga­ Thjuan utama dari Repelita II (1974175 - 1978179) adalah 
ia. Walaupun demikian Bangsa (1) meningkatkan ketersediaan pangan, pakaian dan bahan bang un­
I dari pengalaman tersebut yaitu an, (2) memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur, (3) memper­
my a dapat dicapai dengan upaya baiki dan memperluas mekanisme red istrib usi kesejahteraan, dan 
elalui (1) tercapainya pertumbuh­ (4) menciptakan kesempatan kerja. Prioritas diberikan kepada 
) adanya mekanisme redistribusi pembangunan pertanian dan pedesaan. Pertumbuhan POB dan POB 
Ileh pembangunan, (3) ad'anya per kapita pada periode berturut-turut adalah sebesar rata-rata 6,8 
. (4) adanya partisipasi aktif dari persen dan 4,2 persen per tahun. Rataan tingkat pertumbuhan POB 

Sektor Pertanian adalah sebesar 3,4 persen per tahun sedangkan 
lerekonomian Indonesia dimulai proouksi beras meningkat kira-kira 3,8 persen per tahun. Pada 
tahun 1966. Sejak tahun 1969 . periode ini kepercayaan akan kemampuan untuk mencapai swasem­

Ipkan strategi dan kebijaksanaan bada beras semakin besar. 
'gram-program manajemen fiskal Repelita III (1979/80 - 1983/84) difokuskan untuk menerapkan 
lbaik. Oisamping itu sasaran dan strategi trilogi pembangunan. Kebijaksanaan ekonomi terutama 
lh ditetapkan melalui prakiraan . ditujukan untuk (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah­
n Rencana Pembangunan Lima wilayah yang relatif tertinggal, (2) meningkatkan pendapatan golong­
l. an ekonomi lemah, (3) membentuk dan mengembangkan koperasi 
'3174) difokuskan pada rehabilita­ terutama di pedesaan, (4) meningkatkan produksi pangan Utama, dan 
tan produksi komoditas pertanian (5) memperbaiki fasilitas pelayanan umum. Oitinjau dari sudut 
si dan transportasi. dan pengem­ tingkat produksi dan perkembangan institusional, pada periode ini 
ulai dapat dikendalikan melalui semestinya agroindustri mulai dikembangkan. Akan tetapi pada 
tra, reformasi fiskal dan moneter periode ini perhatian dipusatkan pada pengembangan beberapa indus­
ir seluruh sasaran peningkatan tri padat karya non pertanian dan industri hulu yang padat modal 
~an pembangunan tahunan sepan­ sebagai bagian integral dari penerapan strategi yarig disebut "penda­
tiga kali, dan Pioduk Domestik laman struktur industri". Kiranya pada periode ini pula mulai terja­

1 per tahun. dinya dualisme struktural antara pengembangan pertanian dengan 

pengembangan industri. Anggaran yang dialokasikan untukpem­

bangunan mencapai Rp34,1 triliun atau 12,9 persen dan POB 

..J. 7 
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se4a,ngkan pada Repelita sebelumnya anggaran pembangunan hanya­

lah 11,4 persen dari PDB. Peningkatan anggaran pembangunan ini 

disebabkan oleh bertambahnya pendapatan pemerintah akibat mening­

katnya harga bahan bakar minyak di pasaran internasional. 

Repelita IV (1984/85 - 198811989) difokuskan kepada pengem­

bangan industri terutama industri padat karya untuk meningkatkan 

devisa dengan prioritas pada industri yang meningkatkan nilai 

tambah terhadap sumberdaya domestik. Perubahan prioritas ini 

dinilai cukup rasional karena swasembada bera$ yang mendekati 100 

persen telah dicapai pada tahun 1984. Hanya $aja, kebijaksanaan 

yang meningkatkan kaitan antara sektor pertanian dengan sektor 

industri belum diterapkan seeara konsisten. Walaupun pada peri ode 

ini teIjadi resesi ekonomi global, pertumbuhan PDB Indonesia dapat 

mencapai 5,1 pe,rsen. Perekonomian desa hampir tidak dipengaruhi 

oleh resesi global tersebut. Sebagai tanggapan terhadap resesi dan 

antisipasi terhadap penurunan bertahap harga bahan bakar minyak, 

kebijaksanaan ekonomi Indonesia dinilai rasional. Sejak tahun 1984 

pemerintah melaksanakan penyesuaian dan reformasi kebijaksanaan 

fiskal dan moneter. Kebijaksanaan tersebut mencakup antara lain : 

(1) penghematan anggaran belanja, (2) devaluasi mata uang secard 

bertahap, (3) reformasi administrasi pembangunan, (4) pemberian 

insentif untuk mendorongekspor non-migas, dan (5) upaya untuk 

meningkatkan daya saing industri domestik. 

Repelita V (1988/89 - 1993/94) difokuskan untuk diversifikasi 

ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kepada 

minyak dan gas bumi, melalui pengembangan industri yang berorien­

tasi ekspor. Pada periode ini pertumbuhan PDB mencapai 5 persen. 

Pertumbuhan ekspor non-migas mencapai tingkat kira-kira 16 per­

sen. Walaupun sektor pertania 

terbesar, akan tetapi pangsa reI 

dari kira-kira 27,2 persen pad. 

pada tahun1993/94. Sektor if 

utama dengan pertumbuhan rat: 

Pangsa relatif sektor ini dalam ] 

dari 14,4 persen menjadi 16,9 f 

Pada awal Repelita VI kc 

terutama ditujukan untuk: (1) r 

meningkatkan efisiensi agregat 

(2) melak"Ukan upaya untuk n 

ekonomi melalui pembinaan pel 

keeil, dan (3) meningkatkan 

ekonomi melalui dorongan pertl.: 

Pertumbuhan ekonomi pada ReI 

persen. 

Kajian historik menunjukkar 

berhasil menerapkan konsep Re( 

belum mencapai taraf yang 

hubungan antara pertumbuhan ral 

1965 - 1990 dengan perubahan cl 

suatu ukuran relatif dari distribus 

kan bahwa dari 14 negara yar 

mencapai prestasi terbaik dalam : 

tasi yang baik dalam pengentasal 

PDB per kapita nomor 5 tertinggi 
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sen. Walaupun sektor pertanian masih merupakan salah satu sektor 

terbesar, akan tetapi pangsa relatif sektor ini dalam PDB telah turon 

dari kira-kira 27,2 persen pada tahun 1989/90 menjadi 19,8 persen 

pada tahun 1993/94. Sektor industri menjadi sumber pertumbuhan 

utama dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 8,6 per sen per tahun. 

Pang sa relatif sektor ini dalam PDB pada Repelita V telah meningkat 

dari 14,4 persen menjadi 16,9 persen. 

Pada awal Repelita VI kebijaksanaan perekonomian nasional 

temtama ditujukan untuk: (1) melakukan deregulasi ekonomi untuk 

meningkatkan efisiensi agregat dan mendorong ekspor non-migas, 

(2) melak"Ukan upaya untuk memperbaiki keseimbangan struktur 

ekonomi melalui pembinaan perusahaan dan industri menengah dan 

keeil, dan (3) meningkatkan keseimbangan spatial pertumbuhan 

ekonomi melalui dorongan pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia\ 

Pertumbuhan ekonomi pada Repelita VI diperkirakan mencapai 6,7 

persen. 

Kajian historik menunjukkan bahwa pada PIP I Indonesia telah 

berhasil menerapkan konsep Redistribution With Growth walaupun 

belum mencapai taraf yang ideal. Gambar 1 memperagakan 

hubungan antara pertumbuhan rata-rata PDB per kapita pada periode 

1965 - 1990 dengan perub3.han dari rata-rata Koefisien Gini sebagai 

suatu ukuran relatif dari distribusi pendapatan. Gambar 1 menunjuk­

kan bahwa dari14 negara yang diteliti Bank Dunia, Indonesia 

mencapai prestasi terbaik dalam pengurangan kesenjangan dan pres­

tasi yang baik dalam pengentasan kemiskinan (tingkat pertumbtihan 

PDB per kapita nomor 5 tertinggi). 
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Gambar 1. 	 Dua dekade Prestasi dalam Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat : Profil Indonesia di antara 14 Negara 

(Sumber: Bank Dunia). 

2.2. Kebij: 

Pada 

Kebij~aan Penana 

didasarkan kepa4a Undang 

Peraturan Dasar Pokok-Pok 

masalah penanahan yang 

dipegangadalah: pendekal 

bersifat multi sektoral dan : 

kebijakanaan penanahan na: 

perluasan basis ekonomi y'i; 

pertumbuhan penduduk, (2 

pertingkatan kesejahteraan r 

an termasuk. pengembanga; 

~ntuk mendukung pemeli 

melakukan konservasi tanah 

meningkatkan kualitas ling} 

daya alamo 

Rencana tataguna tanah 

ruang. Secara lebih spesifil 

ruangdaratan tidak lain adal 

ruang nasional didasarkan 

1992. Mengingat kompieksl 

sebagai asset nasional untuk 

maka melalui Keputusan F 

Thhun 1993 telah dibentuk 

yang diketuai oleh 


